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BAB IV 

WARALABA DI INDONESIA 
 

A. Pengaturan Waralaba di Indonesia 
Guna mengatur perkembangan bisnis waralaba yangisemakin 

pesat diiIndonesia, Pemerintahisaat ini telah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah nomor 42 Tahun 2007 atau PP 42/2007 itentang 

waralaba yang merupakan penggantiidari PP 16/1997. Aturan yang 

terdapat pada PP 42/2007 lebih tegas mencantumkan adanya 6 

kriteriaiyang harusodimiliki sebuahousaha agarodapat digolongkan 

usahaowaralaba.  

PP 42/2007 tentangowaralaba selanjutnya dijabarkanolebih 

lanjut dalamotiga PeraturanoMenteri Perdagangan (Permendag) yang 

mengaturitentang waralabaiyaitu: 

1. Permendag nomor 53/M-dag/Per/8/2012 tentang 

PenyelenggaraanoWaralaba 

2. Permendag nomor 68/M-dAg/Per/10/2012 tentang Waralaba 

untukoJenis UsahaoToko Modern, dan 

3. Permendag nomor 07/M-daag/Per/2/2013 itentang 

PengembanganoKemitraan dalamoWaralaba untukoJenis Usaha 

MakananidaniMinuman. 

Aturan bersifat umum terdapat pada Permendag 53/2012 

mengatur penyelenggaraan waralaba secara umum antara lain aturan 

tentang kriteria waralaba, ruang lingkup waralaba, surat tanda 

pendaftara waralaba (STPW), propektus waralaba, perjanjian 

waralaba, penyelesaian sengketa (clean break), pembentukan tim 

penilai, kewajiban menggunakan bahanobaku dan peralatanousaha 

sertaomenjual barangodagangan dariidalam negeri 80%, pemberi dan 

penerima waralaba dapatimenjual barangopendukung usahaoutama 

maksimal 10% dari total jumlah jenis barang yang dijual, kewanangan 

penerbitan STPW, pembinaan waralaba, pengawasan waralaba, 

pelaporan waralaba, dan ketentuan tentang sanksi administratif.  

Aturan bersifat khusus terdapat pada Permendag 68/2012 dan 

07/2013. Permendag 68/2012 diterbitkan guna membatasi jumlah 

gerai waralaba toko modern (termasuk jaringan minimarket) yang 
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dapat dimiliki sendiri oleh pemilik waralaba atau pemberi waralaba 

(franchisor). Berdasarkan aturan Permendag 68/2012 ini, pemberi 

waralaba (franchisor) hanya diperbolehkan mempunyai gerai milik 

sendiri (company owned outlet) maksimal 150 unit dan jumlah 

selebihnya harus diwaralabakan dengan pihak lain selaku mitra 

usaha.  

Pembatasan jumlah geria milik sendiri juga diberlakukan pada 

jaringan waralaba kuliner berdasarkan Permendag 07/2013. Jenis 

usaha jasa makanan dan minuman yang diatur meliputi restoran, 

rumah makan, bar/rumah minum, dan kafe. Sesuai aturan Permendag 

07/2013, pemberi dan penerima waralaba kuliner hanya diizinkan 

mempunyai gerai milik sendiri (company owned outlet) maksimal 250 

unit dan jumlah selebihnya harus diwaralabakan dengan pihak lain 

atau mengajak pihak lain bekerja sama sebagai mitra penyerta modal. 

Untuk nilai investasi kurang atau sama dengan Rp 10 miliar,  maka 

jumlah pernyertaan modal pihak lain ditetapkan minimal 40%. 

Sedangkan jika nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar, jumlah 

penyertaan modal pihak lain ditetapkan sebesar minimal 30%.  

Pembatasan jumlah gerai milik sendiri dimaksudkan agar 

tercipta iklim usaha waralaba yang sehat sehingga tidak sampai 

menjurus pada praktik monopoli yang dapat mematikan para pelaku 

usaha dalam negeri khususnya UMKM. Pembatasan tersebut juga 

diperlukan guna mendorong para pemilik waralaba khususnya dari 

luar negeri agar mau menggandeng mitra lokal sebanyak-banyaknya. 

Dengan cara demikian akan tercipta banyak kesempatan berusaha 

khurusnya bagi pengusaha UMKM yang selama ini sering mengalami 

kendala dalam berekspansi. 

DalamoPasal 3 PeraturanoPemerintah No. 42 Tahun 2007 

memuatiwaralaba harusimemenuhi kriteriaisebagai berikut: 

1. Memilikiiciri khasiusaha 

2. Terbuktiisudah memberikanikeuntungan 

3. Memilikiostandar atasopelayanan danobarang atauojasa yang 

ditawarkaniyang dibuatisecara itertulis 

4. Mudahidiajarkan danidiaplikasikan 

5. Adanyaidukungan yangiberkesinambungan  
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6. Hakikekayaan intelektualiyang telahiterdaftar 

Orangiperseorangan atauibadan usahaidilarang menggunakaniistilah 

dan/atauonama waralabaountuk namaousaha dan/atauokegiatan 

usahanya, apabilaitidak memenuhiikriteria tersebutidiatas.  

Kegiatan waralaba harus mempunyai kriteria pertama, yaitu 

berupa ciriokhasousaha yang berarti suatuousaha yangomemiliki 

keunggulan oatau perbedaan oyang tidak omudah ditiru oatau 

dibandingkanodengan usahaolain sejenis, dan yangomembuat 

konsumenoselalu mencariociri khasotersebut. Misalnyaokeunikan 

sistemomanajemen, caraoyang khasodalam penjualan-pelayanan-

penataan, atauocara distribusioyang bersifatokhusus dariopemberi 

waralaba. 

Kegiatan waralaba harus mempunyai kriteria kedua, yaitu 

terbuktiisudah memberikanikeuntungan dengan artian menunjuk 

padaipengalaman pemberiiwaralaba yangitelah dimilikiikurang lebih 

5 tahunodan telahomempunyai kiat-kiatobisnis untukomengatasi 

masalah-masalahidalam perjalanan usahanya, danini terbukti dengan 

masihobertahan dan berkembangnya usahaotersebut dengan 

menguntungkan. Syarat kedua ini adalah syarat yang sangat logis 

diterapkan, sebab tujuan pendirian waralaba haruslah untuk berbagi 

keuntungan dengan para penerima waralaba. Perusahaan yang belum 

terbukti memberikan keuntungan memadai dalam waktu minimal 5 

tahun tidak layak untuk membuat jaringan usaha waralaba.  

Kegiatan waralaba harus mempunyai kriteria ketiga, yaitu 

memiliki standar tertulis atas pelayanan serta standar tertulis 

atasibarang dan/atauijasa yangiditawarkan. Standar semacam ini 

adalah standariyang dibuatosecara tertulisooleh pemberi waralaba 

denganomaksud agaropenerima waralabaidapat melaksanakaniusaha 

dalamikerangka kerjaiyang jelasidan samaistandarnya. Standaroini 

dinamakaniProsedur OperasionaliStandar atauoStandard Operational 

Procedure (SOP). 

Kegiatan waralaba harus memenuhi kriteria keempat, yaitu 

mudahodiajarkan danodiaplikasikan dengan maksud mudah 

dilaksanakanosehingga penerimaowaralaba yangobelum memiliki 

pengalamanoatau pengetahuanomengenai usahaosejenis dapat 
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melaksanakannyaidengan baikisesuai denganibimbingan operasional 

daniimanajemen yangoberkesinambungan yang idiberikan ioleh 

pemberiowaralaba. Syarat ini penting diberlakukan agar bisnnis 

waralaba benar-benar menjadi kegiatan bisnis yang memiliki jaringan 

luas dan dapat menjangkau segala lapisan pelaku usaha, termasuk 

pengusaha UMKM. Bisnis waralaba yang sulit diajarkan dan 

diaplikasikan tentu saja tidak akan diminati oleh para calon penerima 

waralaba sehinggaiakan sulitiberkembang.  

Bisnis waralabaiharus memenuhi kriteria kelima, yaitu adanya 

dukungani yang iberkesinambungan yang dimaksud adalah 

dukunganidari pemberiiwaralaba kepadaipenerima waralabaisecara 

terus-menerus iseperti ibimbingan ioperasional, ipelatihan, dan 

promosi. Tanpaoadanya dukunganoyang berkesinambungan, iusaha 

yangidikembangkan paraipenerima waralabaiakan sulitiberkembang. 

Pemberiiwaralaba (franchisor) yang jarang melakukan promosi dapat 

menurunkan minat konsumen membeli produk di gerai-gerai 

waralaba sehingga hal ini tentu saja sangat merugikan usaha para 

penerima waralaba.  

Bisnis waralaba sangatoberkaitan denganoHak AtasoKekayaan 

Intelektual (HAKI). Bisnisowaralaba berkaitanodengan pemberian 

lisensiiHAKI, dariipemberi waralaba (pemilik HAKI) kepadaipenerima 

waralaba, yangikemudian diikutiipembayaran royaltiooleh penerima 

waralaba. HAKI tersebut dapat berupa Hak Cipta, Merek, Paten Desain 

Industri, DesainiTata LetakiSirkuit Terpadu (DTLST), RahasiaiDagang, 

daniPerlindungan Varietas Tanaman (PVT). Namun dalam praktiknya, 

jenis HAKI yangibanyak dilisensikanidalam bisnisiwaralaba saatiini 

adalah lisensi HakiMerek dan lisensi Sistem Bisnis (RahasiaoDagang).  

Perjanjian lisensi HAKI harus didaftarkan ke Ditjen HKI. Tidak 

hanya perjanjian lisensi HAKI yang perlu didaftarkan di Ditjen HKI, 

tetapi juga HAKI itu sendiri agara mendapat Sertifikat HAKI yang 

berfungsi sebagai tanda bukti hak milik. Namunodemikian, khusus 

HakoCipta dan Rahasia Dagang tidakowajib ididaftarkan, kecuali jika 

hak itu akan dibuatkan perjanjian lisensi. PengakuaniNegara terhadap 

Hak Ciptaobersifat iotomatis sejak karya cipta tersebutomuncul ke 

duniaonyata.  
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Hal tersebut di atas menjadi dasar mengapa dalam bisnis 

waralaba diwajibkan adanya kriteria keenam, yaitu Hak Kekayaan 

Intelektual yang telah terdaftar meliputi dua hal terdiri dari 

pendaftaran HAKI untuk mendapatkan sertifikat HAKI dan 

pendaftaran perjanjian lisensi HAKI. Tanpa adanya pendaftaran ke 

instansi berwenang, HAKI dan perjannjian lisensi HAKI tidak memiliki 

akibat hukum terhadap pihak ketiga. 

HAKI yang sudah didaftarkan dan memperoleh sertifikat 

adalah HAKI yang sudah memperoleh pengakuan resmi dan 

perlindungan hukum dari negara. Berbekal sertifikat HAKI itulah, 

para pemberi waralaba selaku pemilik HAKI dapat membuat 

perjanjianolisensi HAKI denganopihak lain. Perjanjian lisensi HAKI 

yang telah dibuat, sesuai ketentuan UU di bidang HAKI, harus 

didaftarkan kepada Ditjen HKI. Salah satu syarat pendaftaran lisensi 

HAKI adalah pemilik HAKI (pemberi waralaba) harus sudah memiliki 

Sertifikat HAKI sebagai bukti hak kepemilikan. Dengan kata lain, jika 

pemberi waralaba belum mendapatkan sertifikat HAKI, maka dia 

belum bisa mendaftarkan perjanjian lisensi HAKI kepada Ditjen HKI. 

Selain itu aturan perihal “HAKI yang sedang dalam proses 

pendaftaran” bisa saja dijadikan sebagai salah satu kriteria waralaba 

jika permohonan pendafataran HAKI yang dilakukan oleh pemberi 

waralaba telah mendapatkan kepastian diterima oleh Ditjen HKI, 

namun masih menunggu keluarnya Sertifikat HAKI. Aturan ini juga 

masih menimbulkan kerawanan karena pemberi waralaba masih 

belum dapat mendaftarkan perjanjian lisensi HAKI karena Sertifikat 

HAKI belum dikeluarkan secara resmi. Perjanjianolisensi HAKIoyang 

tidakodidaftarkan kepadaoDitjen HKIotidak akanoberakibat ihukum 

kepada pihak ketiga sehingga dapat merugikan penerima waralaba. 

Untuk menyikapi masalah ini, penerima waralaba disarankan agar 

hanya mengikuti waralaba yang telah memiliki sertifikat HAKI serta 

memiliki perjanjian lisensi HAKI yang telah terdaftara di Ditjen HKI. 

 

B. Waralaba dan Persaingan Usaha  
Permendag 31/2008 tentangoPenyelenggaraan Waralabaosaat 

ini telah direvisi oleh Menteri Perdagangan menjadi iPeraturan 
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MenterioPerdagangan RIinomor 53/M-DAG/Per/8/2012 (Permendag 

53/2012). Beberapa poin penting yang direvisi antara lain aturan 

tentang pengurusan SuratiTanda PendaftaraniWaralaba (STPW) bagi 

para pemberiowaralaba (franchisor), baik berasalodari luaronegeri 

maupun dalam negeri, yang saat ini dipusatkan semuanya di 

Kementerian Perdagangan RI. Hal ini disebabkan aturan lama dinilai 

terlalu mempermudah pendirian waralaba lokal sehingga banyak 

yang gulung tikar karena rendahnya syarat kemampuan manajemen 

dan keuangan.  

Namun demikian, Permendag 53/2012 tetap memberikan 

kemudahan pemberian izin STPW khususnya bagi para penerima 

waralaba lokal dan penerima waralaba lanjutan, dimana mereka 

dapat mengurus izin STPW melalui Dinas Perdagangan yang ada di 

Kabupaten/Kota. Kemudahan ini diberikan mengingat kebanyakan 

penerima waralaba (franchisee) berasal dari kalangan pengusaha 

UMKM.  

Aturan Permendag terbaru juga mewajibkan pemberi waralaba 

danipenerima waralabaimenggunakan bahanibaku, peralatanousaha 

dan menjualobarang daganganoproduksi dalam negeri minimal 80%. 

Aturan ini tentu saja dapat berdampak positif khususnya bagi para 

pelaku usaha lokal sehingga mereka dapat diprioritaskan menjadi 

pemasok bahan baku ke jaringan waralaba asing di Indonesia. Aturan 

ini diharapkan juga dapat meningkatkan penggunaan produk buatan 

dalam negeri. 

Pemberi waralaba (franchisor) juga diharuskan bekerjaisama 

denganopengusaha kecilodan menengahodi daerahisetempat isebagai 

penerimaowaralaba atauopemasok barang/jasa sepanjangimemenuhi 

ketentuanopersyaratan yangoditetapkan olehipenerima waralaba. 

Aturan Pasal 20 Permendag 53/2012 ini diharapkan dapat 

menggairahkan kegiatan bisnis sektor UMKM di daerah setempat, 

sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan 

waralaba dengan pengusaha setempat.  

Geraiowaralaba milik isendiri (company owned unit) juga 

dibatasi, khususnya pada iwaralaba minimarket dan waralaba 

makanan-minuman. Pembatasan ini diperlukan karena saat ini 
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banyak ditemui perusahaan pemberi waralaba asing yang memiliki 

gerai (outlet) milik sendiri hingga ratusan bahkan ribuan unit. 

Pengusaaan yang terlalu berlebihan terhadap gerai waralaba oleh 

pihak pemberi waralaba (franchisor) dapat mengurangi peluang 

usaha para mitra pengusaha lokal.  

Dengan aturan yang baru ini, pihak pemilikowaralaba iasing 

mauitidak mauiakan dipaksaiuntuk memperbanyak mitra lokal selaku 

penerima waralaba. Kebijakan ini juga selaras dengan prinsip usaha 

waralaba yang mendorng pemberi waralaba mendistribusikan hak 

kepada para pelaku usaha yang lain untuk menggunakan sistem 

bisnis dan HAKI dalam jangka waktu tertentu. 

Pembatasan gerai waralaba toko modern (khususnya 

minimarket) diatur dalam iPermendag inomor 68/M-

dag/Per/10/2012 tentangiWaralaba untukiJenis UsahaiToko Modern. 

Pemberiowaralaba danopenerima waralabaotoko modern hanya 

diizinkan memiliki gerai milik sendiri paling banyak 150 umit. Jika 

perusahaan tersebut ingin menambah jumlah gerai lebih dari 150 

unit, maka tambahan gerai tersebut wajib diwaralabakan dengan 

pihak lain. Persentaseojumlah geraioyang diwaralabakanoditetapkan 

palingisedikit 40% dariijumlah geraiiyang ditambahkan. Disamping 

ituojuga diwajibkanomenyediakan daganganoproduksi dalamonegeri 

palingisedkit 80% dariijumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.  

Pemerintahimelalui Kementerian Perdagangan juga melakukan 

pembatasanojumlah geraiowaralaba makanan-minumanosesuai 

Permendagonomor 7/M-dag/Per/2/2013 tentangoPengembangan 

Kemitraanodalam Waralabaountuk JenisoUsaha JasaoMakanan dan 

Minuman. Ruangolingkup jenisousaha jasaomakanan danominuman 

yangodimaksud meliputiirestoran, rumahimakan, bar/rumahiminum, 

kafe.  

Pemberiowaralaba danopenerima waralabaountuk jenisiusaha 

restoran. Rumahomakan, bar/rumahominum dan kafe, dapat 

mengembangkaniusahanyaimelalui: 

1. Geraiiyang dimilikiisendiri (companyiownedioutlet) 

2. Geraiiyangidiwaralabakan 

3. Geraiiyang dikerjasamakanidengan polaipenyertaan modal. 
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Pemberiowaralaba dan penerimaowaralaba untukojenis 

makanan-minumanomilik sendiri paling banyak 250ounit, danojika 

ingin memiliki gerai lebihodari itu, maka tambahan gerai tersebut 

harus diwaralabakan atau dikerjasamakan dengan pola penyertaan 

modal. Kerjasama penyertaan modal diatas diatur sebagaioberikut: 

a. Jika nilaiiinvestasi kurangiatau samaidengan Rp 10imiliar, maka 

jumlahipenyertaan modalipihak lainipaling sedikitisebesar 40%. 

b. Jika nilaioinvestasi lebihodari Rp 10omiliar, maka jumlah 

penyertaanimodal pihakilain palingisedikit sebesar 30%. 

Pemberiowaralaba dan penerimaowaralaba untukojenis usaha 

makanan-minuman, diwajibkan mengutamakan pengusaha UMKM di 

daerah setempat guna dijadikan mitra usaha, baik sebagai penerima 

waralaba maupun sebagai mitra penyerta pemodal. Pemberi 

waralabaomaupun penerimaowaralaba meskipunoterikat dengan 

perjanjianiwaralaba, keduanyaimasih mempunyai kemandirian dalam 

berusaha. Hubungan bisnis antara pemberiowaralaba danopenerima 

waralaba adalah hubungan yang bersifat “kemitraan” sehingga kedua 

belah pihak berstatus sejajar/sederajat. Penerimaiwaralaba bukanlah 

“anak buah”, “unit usaha”, atau “cabang usaha” dari pemberi 

waralaba. Pemberiowaralaba danopenerima waralaba adalah dua 

perusahaan yang terpisah. 

 

C. Perjanjian Waralaba 

Perjanjian iwaralaba imemuat ikumpulan ipersyaratan, 

ketentuan, idan ikomitmen iyang idibuat idan idikehendaki ioleh 

frachisor ibagi ipara ifranchisee-nya. Di idalam iperjanjian iwaralaba 

tercantum iketentuan iyang iberkaitan idengan ihak idan ikewajiban 

franchisee,ipersyaratanilokasi,iketentuanipelatihan, ibiaya-biaya yang 

harusidibayarkanioleh ifranchisee ikepada ifranchisor, ketentuan yang 

berkaitan idengan ilama iperjanjian iwaralaba idan perpanjangannya, 

serta iketentuan ilain iyang imengatur ihubungan antara ifranchisor 

dengan ifranchisee. 

Berlakunya iPeraturan iPemerintah iNo. 42 itahun i2007 

Perjanjian iwaralaba imerupakan isalah isatu iaspek iperlindungan 

hukum ikepada ipara ipihak idari iperbuatan imerugikan ipihak ilain. 
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Haliiniidikarenakaniperjanjianitersebutidapat imenjadi idasar hukum 

yangikuatiuntukimenegakkan iperlindungan ihukum ibagi para ipihak 

yangiterlibatidalamisistemiwaralaba. Jikaisalahisatu pihakimelanggar 

isiiperjanjian, makaipihakilainidapatimenuntut pihakiyang melanggar 

tersebut isesuai idengan ihukum iyang berlaku. 

Dalamisetiapimodeliperjanjian iwaralaba isekurang-kurangnya 

terdapatiunsur-unsurisebagaiiberikut: 

1. Adanyaiminimal idua ipihak, iyaitu ipihak ifranchisor idan ipihak 

franchisee, idimana ipihak ifranchisor isebagai ipihak iyang 

memberikan ibisnis iwaralaba, isementar ipihak ifranchisee 

merupakan ipihak iyang imenerima ibisnis iwaralaba itersebut. 

2. Adanyaipenawaranidalam ibentuk ipaket iusahaidari ifranchisor. 

3. Adanyaikerjaisamaidalamibentukipengelolaaniunitiusaha antara 

pihak ifranchisor idengan ifranchisee. 

4. Dipunyainya unitiusahaitertentu (outlet) oleh pihakifranchisee 

yangiakan imemanfaatkan ipaket iusaha imilik ipihak ifranchisor. 

5. Terdapatikontrakitertulisiberupaiperjanjian ibaku iantara ipihak 

franchisor idengan ipihak ifranchisee. 

Setiapiperjanjianiwaralabaimemiliki itiga iprinsip, iyaitu iharus 

jujuridanijelas, tiapipasalidalamiperjanjian iharus iadil, iserta iisi idari 

perjanjian idapat idipaksakan iberdasarkan ihukum. 

Perjanjian waralaba harus mempunyai syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Kesepakatan ikerja isama iwaralaba itertuang idalam iperjanjian 

waralabaiyangidisahkanisecaraihukum. 

2. Kesepakatan kerjaisamaiiniimenjelaskanisecarairinciisemuaihak 

dan kewajiban, isertaitugas idari ifranchisor idan ifranchisee. 

3. Masing-masing ipihak iyang ibersepakat isangat idianjurkan, 

bahkaniuntukibeberapa inegara idijadikan isyarat, mendapatkan 

nasihatidari iahli ihukum iyang ikompeten iuntuk memahami iisi 

dari iperjanjian itersebut idan idengan iwaktu yang idianggap 

cukup iuntuk imemahaminya. 

Seperti iyang itelah idijelaskan, idalam ikebanyakan isistem 

waralaba, franchisee mempunyai hak atas: 
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1. Logo imerek idagang (trade imerk), inama idagang (trade iname), 

daninama ibaik/reputasi (goodwil) iyang iterkait idengan imerek 

dan/atau inama itersebut. 

2. Format/pola iusaha, iyaitu isuatu isistem iusaha iyang iterekam 

dalam ibentuk ibuku ipegangan (manual), iyang isebagian iisinya 

adalah irahasia iusaha. 

3. Dalam ikasus itertentu iberupa irumus, iresep, idesain, idan 

program ikhusus. 

Hal-hal iyang iberhak idimiliki ifranchisee itersebut iharus 

tercantumidalamiperjanjian iwaralaba isehingga iperjanjian itersebut 

bersifat isebagai iberikut:  

1. Suatuiperjanjianiyangidikuatkaniolehihukum (legal iagreement). 

2. Memberikemungkinanifranchisoriuntukitetapimemilikiihak iatas 

namaidagangidaniatauimerek idagang, iformat/pola iusaha, idan 

hal-hal ikhusus iyang idikembangkannya iuntuk isuksesnya 

usaha itersebut. 

3. Memberiikemungkinanifranchisorimengendalikan isistem iusaha 

yang idilisensikannya. 

4. Hak, kewajiban, danitugasimasing-masingipihak idapat iditerima 

oleh ifranchisee. 

Franchisor ijuga iberkewajiban iuntuk imengembangkan ipaket 

usaha iyang isemuanya itertuang isecara irinci idalam iperjanjian 

waralaba. Secara igaris ibesar, ipada iumumnya iperjanjian iwaralaba 

memuat isebagai iberikut:  

1. Hakiyangidiberikaniolehifranchisorikepadaifranchisee. Hakiyang 

diberikanimeliputiiantarailain ipenggunaan imetode iatau iresep 

khusus, ipenggunaan imerek idan iatau inama idagang, ijangka 

waktu ihak itersebut idan iperpanjangannya, iserta iwilayah 

kegiatanidanihakilainisehubunganidenganipembelian kebutuhan 

operasiibilaiada. 

2. Kewajiban idari ifranchisee isebagai iimbalan iatas ihak iyang 

diterimaidanikegiataniyangidilakukaniolehifranchisoripada isaat 

franchiseeimemulaiiusaha, maupuniselamaimenjadiianggota dari 

sistem iwaralaba. 
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3. Hal iyang iberkaitan idengan ikasus ipenjualan ihak ifranchisee 

kepada ipihak ilain. Bila ifranchisee itidak iingin imeneruskan 

sendiriiusahaitersebutidaniinginimenjualnyaikepadaipihak ilain, 

maka isuatu itataicaraiperluidisepakatiisebelumnya. 

4. Haliyangiberkaitanidengan ipengakhiran iperjanjian ikerja isama 

dari imasing-masing ipihak. 

 

D. Kewajiban Pajak dalam Waralaba 
1. BerdasarkaniUndang-UndangiNo. 36 iTahun i2008 itentang iPajak 

Penghasilan iakan idikenakan iPPh i23 isebesar i15% iatas 

pembayaraniimbalan (royalty ifee) iyang idiperoleh ioleh ipemberi 

waralaba. Apabila ipemberi iwaralaba imerupakan iperwakilan 

perusahaaniluar inegeri ilainnya iyang imendapatkan ipenghasilan 

atas iroyalty ifee, imaka iakan idikenakan iPPh i26 isebesar i20%. 

Perlakuanipajakitergantungipadaiperjanjian ipahak iantar inegara 

(negara iyang iberhak imemajaki iadalah inegara isumber iatau 

negaraidomisili) daniketentuanidistributiveirules (pembagian hak 

pemajakan) mengenaiiroyaltiipadaiPerjanjianiPenghindaran Pajak 

Berganda (P3B) antaraiIndonesia denganinegarailain. 

2. Mengenaiilabaiusahaiatauipenghasilaniyangidiperolehioleh iorang 

pribadiidariibisnisiwaralaba.iJikaikurang idari iRp. 4.800.000.000 

pada isatu itahun ipajak, imaka iakan idikenakan itarif iPPh iFinal 

0,5% dariiomzetiberdasarkaniPeraturaniPemerintahiNo.23 Tahun 

2018 itentang iPajak iPenghasilan iAtas iPenghasilan iDari Usaha 

YangiMemilikiiPeredaraniBrutoiTertentu. i 

Sementara, apabilaipenghasilanimelebihiiRp. 4.800.000.000 ipada 

satuitahunipajak, iwajib ipajak idikenakan itarif isesuai iketentuan 

Pasal i17iUndang-Undang iNo.36 iTahun i2008 itentang iPajak 

Penghasilan yaituiuntukiorangipribadiisampaiipadaitarif progresif 

30%. 

Jika ilaba iusaha ibisnis iwaralaba idiperoleh ioleh badan, imaka 

mengacu ipada iPasal i17 iUndang-Undang iNo. 36 iTahun i2008 

tentang iPajak iPenghasilan, iapabila ilaba iusaha imelebihi iRp. 

50.000.000.000 iakan imendapatkan ifasilitas ipengurangan ipajak 

sebesari50%, sehinggaitarifiyang idibayar imenjadi i25%. Jika laba 
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usahanyaikurangidariiRp.50.000.0000.000, makaitarifnyaimenjadi 

25%.  

3. Apabila ibisnis iwaralaba iberbentuk badan idan imempekerjakan 

tenaga ikerja, ibisnis iwaralaba iakan imemotong iPPh i21 iatas 

penghasilan ikaryawan iapabila ipenghasilan ikaryawan imelebihi 

PTKP (Penghasilan iTidak iKena iPajak) isebesar iRp. 4.500.000 

perbulaniatauiRp. 54.000.000 ipertahun. Selengkapnya, tarif pajak 

penghasilaniorangipribadi i5%, i15%, i25%, idan i30% tergantung 

jumlah ipenghasilan. 


